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ABSTRAK 

Skripsi yang bejudul “Analisis Hukum Pidana Islam tentang Hukuman 

Bagi Pelaku Perbuatan Cabul (Homoseks) Dalam Putusan Nomor 

1/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps”. adalah hasil dari penelitian pustaka untuk 

menjawab dua pertanyaan, yaitu Bagaimana  pertimbangan hukum hakim 

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN 

Dps Tentang Hukuman Bagi Pelaku Perbuatan Cabul (Homoseks)? dan 

bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam tentang Homoseks Dalam Putusan 

Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps Tentang Hukuman Bagi Pelaku Perbuatan 

Cabul (Homoseks)?. 

Permasalahan di atas, mengkaji dan meneliti untuk menyelesaikan 

masalah tersebut dengan penelitian kepustakaan (Library Research) 
menggunakan metode dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, 

serta dengan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang akan 

dipecahkan. Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian menggunakan teknik 

deskriptif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan kronologi kasus yang telah 

terjadi, Serta menggunakan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan 

yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam. 

 Hasil penelitian menjelaskan bahwa pencabulan dibawah umur yang 

dilakukan sesama jenis adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan 

(kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam lingkup membangkitkan nafsu 

birahinya kelamin yang dalam hal ini adalah dilakukan oleh laki-laki dengan laki-

laki atau sesama jenis. Biasanya kejadian ini disertai dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, kebohongan juga membujuk korban 

agar mau melakukan apa yang diharapkan pelaku. Adapun sanksi hukumannya 

menurut Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak yang berbunyi paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling banyak RP. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya pertimbangan hakim dalam 

menjatuhi putusan masih memakai undang-undang yang lama padahal sudah ada 

pembaharuan undang-undang yang baru. Pencabulan sesama jenis atau homoseks 

dalam hukum pidana Islam ini dikenakan hukuman ta’zi<r karena tidak sampai 

menyebabkan percampuran nasab, dan biasanya tidak sampai menyebabkan 

perseteruan yang sampai berujung pada pembunuhan pelaku. Saran untuk 

menangani atau menanggulangi berbagai macam permasalahan di negara ini 

seharusnya pihak hakim lebih teliti dan juga lebih berhati-hati dalam menerapkan 

dan menegakkan aturan yang sudah berlaku di negara ini. Apalagi permasalahan 

yang menyangkut generasi penerus bangsa ini. apakah itu pencabulan, 

penyebaran berita hoax, narkoba, tawuran, pencurian ataupun tindak pidana 

lainya. agar generasi penerus bangsa ini tidak sampai menjadi korban dan apalagi 

sampai menjadi pelaku.  
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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidup kehidupannya masih 

membutuhkan manusia lainnya yang dalam kodratnya harus saling menjaga hak-

hak manusia lain tanpa mencederainya. Manusia ada di dunia ini bersama-sama 

dengan adanya kejahatan. Disisi lain manusia ingin hidup secara tentram, damai, 

tertib dan berkeadilan, artinya tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Upaya-upaya 

manusia untuk mengurangi kejahatan telah dilakukan, baik yang bersifat 

preventif maupun represif. 

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-

hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang 

tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 

Agustus 1990 Tentang Konvensi Hak Anak. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 

Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak.
1
 yang di rubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

terdapat pasal yang menyebutkan tindak pidana cabul terhadap anak dibawah 

pengawasan atau pengasuhan diatur dalam pasal 294 ayat (1) yang berbunyi 

sebagai berikut:
2
 

                                                           
1
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012), 13. 
2
 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara), 107. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 
 

 
 

 Pasal 294 

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak 

tirinya, anak angkatnya (anak piaraanya), anak dibawah pengawasanya, 

semua dibawah umur, orang yang dibawah umur yang diserahkan kepadanya 

untuk dipeliharanya atau dijaganya atau bujangnya atau orang dibawahnya, 

keduanya yang masih dibawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama 

tujuh tahun‛. 

 

Anak membutuhkan perlindungan hukum dari tindak pidana yang 

dilakukan oleh orang lain, selain KUHP terdapat juga Undang - undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang di rubah menjadi Undang - 

undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini 

menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak sehingga tidak 

mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi terganggu. 

Adanya hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan 

antara manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, 

kehidupan manusia dalam masyarakat yang bermoral, manusia juga diatur pula 

oleh agama, kaedah-kaedah asusila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaedah-

kaedah lainnya.
3
 

Perkembangan masyarakat dewasa ini tentu timbul pula berbagai 

masalah baru yang ke semuanya ini membutuhkan peninjauan baik dari segi 

hukum, kesusilaan, serta kaedah-kaedah sosial lainya. Salah satunya masalah 

yang sangat mengkhawatirkan generasi penerus adalah meningkatnya kasus 

pencabulan yang dilakukan oleh anak. 

                                                           
3
 Chaidiri Ali, Filsafat Hukum, (Bandung,Memories Book, 1972), 5. 
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Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan 

(kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan 

nafsu birahinya kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-

raba buah dada.
4
kategori perbuatan cabul adalah perbuatan zina, perkosaan, 

pelacuran, persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan 

persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan antara laki-laki dan 

perempuan dibawah umur. Perbuatan cabul menurut KBBI adalah sesuatu 

perbuatan yang melanggar kesopanan, kesusilaan. 

Menurut R. Soesilo menjelaskan didalam KUHP adalah ‚Segala 

perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, 

semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin‛. 

Pencabulan dalam hukum Islam di ambil dari bahasa Arab yaitu ُفسُُقُُ

yang artinya
5
: 

1. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan 

2. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa 

3. Sesat, kufur 

4. Berzina 

Dari pemaparan di atas dapat kita pahami bahwasanya perbuatan cabul 

itu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, 

yaitu dengan tindakan cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah 

dada. 

                                                           
4
 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 212. 

5
Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 1055. 
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Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat 

dari definisi cabul memiliki arti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta 

kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta 

mengarah pada perbuatan zina.
6
Zina atau pencabulan dinyatakan sebagai 

perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena 

mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala 

bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan 

mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. 

Allah swt berfirman: Mendekati zina atau perbuatan cabul terdapat dalam Al-

Qur’an Surah Al-Isra/17:ayat 32.
7
 

                      

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra ayat: 

32). 

 

Berdasarkan ayat diatas, setiap umat Islam dilarang mendekati 

perbuatan zina atau perbuatan cabul. Al-Qur’an dan sunnah secara tegas 

menjelaskan hukum bagi pelaku zina baik yang masih gadis atau bujang belum 

menikah (ghairu muhsan) yakni didera seratus kali. Sementara bagi pelaku zina 

yang sudah menikah (muhsan) dikenakan sanksi rajam, rajam secara bahasa 

berarti melempari batu, sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari 

                                                           
6
Iqbal Tawakkal, ”Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, No 33/PID.B/2008/PN SBY Tentang 

Pencabulan Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum 

Pidana Islam”, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 33. 
7
Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Qur’an dan Tafsirnya, jilid 5 cetulang,semarang: 

Wicaksana, 1994 dalam Neng Djubaidah, Perzinaan, (Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group, 

2010), 74. 
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dengan batu pada pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Dasar hukum didera 

atau cambuk adalah firman Allah swt dalam surah Al Nur ayat 2. 

                              

                          

    

Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah 

tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas 

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, 

jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 

yang beriman. (QS.An Nur ayat: 2). 

 

Seperti halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 

1/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps. Tentang Pencabulan yang di lakukan oleh anak 

sesama jenis. Dalam putusan ini menceritakan kronologis awal mula kejadian 

terjadi ketika korban dan pelaku adalah anak asuh di Yayasan tunas bangsa dan 

tinggal dalam satu kamar yang sama, pada tahun 2011 saat saksi korban akan 

naik ke kelas Ill SD, kejadian pertama yaitu saat saksi korban sedang tidur di 

kamar anak dilantai II di Yayasan tunas bangsa, saat larut malam terdakwa 

membangunkan saksi korban selanjutnya menyuruh saksi korban agar pergi ke 

kamar dekat dapur di lantai I, Setiba di kamar dapur tersebut, saksi korban pun 

kembali tidur dan beberapa saat kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar, 

selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban mengocok kemaluannya, apabila 

saksi korban tidak mau, maka terdakwa mengancam akan memukul saksi korban, 

lalu terdakwa membuka sendiri celananya kemudian saksi korban pun mengocok 
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kemaluannya terdakwa hingga keluar sperma dimana posisi saksi korban saat itu 

duduk diatas kasur disampingnya terdakwa sementara terdakwa tiduran diatas 

kasur. Setelah selesai terdakwa selanjutnya memakai celananya sendiri dan 

kemudian naik ke kamar anak yang berada di Iantai II. 

Selain di kamar dekat dapur, terdakwa juga sempat menyuruh saksi 

korban mengocok kemaluannya di kamar mandi lantai II dekat jemuran, tepatnya 

dibelakang kamar tidur di Iantai II dekat pintu, di kamar dekat aula Iantai II 

kamar mbak Isa, dan dikamar tidur lantai dua. Terdakwa sering melakukan hal 

tersebut terhadap saksi korban hamper setiap hari sekitar kurang Iebih 1 (satu) - 

2 (dua) menit
8
. 

Setelah kejadian kemarin, terdakwa merasa ketagihan dan kembali 

melakukannya lagi dengan korban, dengan cara memanggil saksi korban dan 

menyuruh saksi korban memasukkan kemaluan terdakwa ke mulut saksi korban 

hingga terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dimana saksi korban 

merasa jijik namun karena terdakwa terus memaksa saksi korban, saksi korban 

akhirnya mau melakukannya walaupun saksi korban merasa seperti mau muntah. 

Adapun posisinya saksi korban setengah berdiri sedangkan terdakwa posisinya 

berdiri, kadang terdakwa tidur di kasur sedangkan saksi korban duduk di samping 

terdakwa. Kadang juga, posisi terdakwa berdiri dan saksi korban duduk lalu 

terdakwa menyuruh saksi korban memasukkan kemaluan terdakwa ke mutut 

Saksi Korban. Biasanya terdakwa melakukan hal ini di kamar dapur tantai I, di 

kamar anak di lantai II, di kamar dekat aula lantai II kamar mbak Isa, dan di 

                                                           
8
Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps, 4.  
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kamar mandi lantai III di Yayasan tunas bangsa. Sekitar kurang Iebih 1 (satu) - 2 

(dua) menit
9
. 

Seminggu dari kejadian tersebut, setelah  terdakwa melakukan onani 

(mengocok penis) dan oral (memasukan penis ke mulut) dengan saksi korban 

terdakwa melakukannya lagi dengan cara menyodomi (memasukan penis 

kedalam anus) saksi korban, sehingga saksi korban merasakan sakit pada pantat 

saksi korban dengan posisi saksi korban posisi tidur tengkurep sambil nungging 

sedangkan terdakwa berdiri lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat 

saksi korban hingga saksi korban melihat terdakwa mengeluarkan cairan 

berwarna putih dari kemaluan terdakwa. Pernah juga saksi korban tidur dengan 

posisi menyamping sedangkan posisi terdakwa tidur menyamping juga di 

belakang saksi korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat saksi 

korban dan melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan 

cairan berwarna putih, terdakwa biasanya melakukan hal ini terhadap saksi 

korban di kamar lantai II, di kamar mandi lantai III di Yayasan tunas bangsa, di 

kamar dekat aula lantai II kamar mbak Isa, dan di kamar dapur, sekitar kurang 

lebih 1 (satu) – 2 (dua) menit
10

. 

Kejadian yang terakhir saksi korban ingat bahwa sekitar pada tahun 

2013, saat malam hari pukul 24.00 wita, terdakwa menyuruh saksi korban tidur 

di kasur bawah dan semua anak sudah tidur, selanjutnya saksi korban mengocok 

kemaluan terdakwa di kamar atas, dimana saat itu terdakwa membangunkan 

saksi korban ‚bangun bangun‛, lalu terdakwa bilang ‚pegang nie gif‛ (sambil 

                                                           
9
Ibid., 4.  

10
Ibid., 5. 
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menunjuk kemaluan terdakwa). saksi korban pun menuruti kemauan terdakwa 

karena takut diancam akan dipukul oleh terdakwa. 

Selama kejadian yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa sering 

mengancam saksi korban dan bilang ‚kalau kamu kasi tau orang, tak pukul 

nanti‛. Selain itu, terdakwa juga sempat mengancam akan melaporkan kejadian 

yang pernah menimpa saksi korban, yaitu perlakuan yang sama oleh terdakwa 

yang dilakukan oleh Fidal sudah keluar Yayasan tunas bangsa) dan juga di ancam 

di laporin dengan ibumu ya, sehingga Saksi korban mau menuruti semua yang 

disuruh oleh terdakwa. Selain itu, terdakwa juga sempat memukul saksi korban 

dengan menggunakan tangan kanan di bagian tubuh Saksi korban  di kaki kanan 

dan kaki kiri saksi korban terutama dibagian jari kaki dan kedua paha saksi 

korban, dibagian dada saksi korban, kedua lengan tangan saksi korban, bagian 

wajah Saksi korban terutama pipi dan mulut serta kepala bagian belakang saksi 

korban, hingga saksi korban mengalami beberapa luka lebam dan luka robek di 

tubuh saksi korban setelah terdakwa memukul saksi korban
11

. 

Terdakwa sempat memberi uang kepada saksi korban setelah saksi 

korban melakukan apa yang disuruh oleh terdakwa tersebut, terkadang terdakwa 

memberi uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) atau paling banyak Rp 5.000,- (lima 

ribu rupiah). 

Karna kejadian tersebut, maka terdakwa dikenai pasal Pasal 82 UU RI 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP 

yang berbunyi sebagai berikut:  

                                                           
11

Ibid., 6. 
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Pasal 82 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 

(enam puluh juta rupiah). 
 

Unsur-unsur pasal Pasal 82 Undang-undang Rebuplik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah: 

a) Setiap orang 

b) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak 

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pencabulan. 

c) Secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut. 

 

Dalam konteks hukum pidana Islam tindak pidana sering juga disebut 

dengan istilah , Jari<mah menurut hukum pidana Islam tindak pidana adalah 

perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syarak yang pelakunya diancam 

dengan pidana h{udu<d  atau ta’zi<r, q{isas, dera dan potong tangan.  

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur 

yang sesama jenis. bila dikaitkan dengan hukum pidana Islam, persetubuhan 

sama dengan perzinaan, akan tetapi dalam hal ini yang di maksud anak dalam 

hukum Islam yaitu anak yang belum balig atau anak yang belum dewasa, dalam 

Islam batas baligh sudah ditentukan secara pasti yaitu laki-laki apabila sudah 

bermimpi dan perempuan sudah haid. Sanksi tindak pidana persetubuhan atau 

zina dalam hukum Islam disebut jarimah hudud yang berasal dari kata jamak had 

yang berfungsi untuk mencegah agar perbuatan yang salah tidak akan terulang 
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lagi. Had juga diartikan ukuran-ukuran. Dalam hal ini had tidak dijatuhkan 

kecuali bagi orang-orang yang sudah balig dan berakal, mengerti hukum-hukum 

Islam baik muslim maupun zimi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, hukum pencabulan sesama jenis 

menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam tersebut di atas. Maka skripsi ini 

berjudul. ‚Analisis hukum pidana Islam tentang hukuman bagi pelaku perbuatan 

cabul (homoseks) dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus.ANAK/2015/PN Dps‛ 

Dengan harapan skripsi ini dapat membantu kepedulian dan kepekaan 

terhadap hak-hak seseorang, untuk hidup tanpa mengabaikan kepekaan aturan-

aturan hukum, baik yang terdapat dalam kitab Undang- undang Perlindungan 

Anak, maupun yang telah diatur dalam pidana Islam sehingga dapat diketahui 

perbandingan antara hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang 

Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia dalam menegakkan dan 

menciptakan keadilan di tengah Masyarakat, khususnya yang menyangkut tindak 

pidana pencabulan anak dibawah umur, yang dilakukan oleh orang-orang yang 

mengabaikan norma-norma hukum. 

 

 

 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah 
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Dari uraian latar belakang diatas maka teridentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut: 

a) Dasar Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 

1.Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps 

b) Definisi cabul (homoseks) dalam ketentuan hukum pidana positif dan 

hukum pidana Islam  

c) Hukuman bagi pelaku perbuatan cabul (homoseks) 

d) Analisis Hukum Pidana Islam tentang hukuman bagi pelaku perbuatan 

cabul (homoseks) 

e) Dasar hukum perbuatan cabul (homoseks) 

2. Batasan masalah 

Dari identifikasi masalah di atas, maka membatasi ruang lingkup 

permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu seputar: 

a.  Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana 

perbuatan cabul (Homoseks) putusan Nomor 1/pid.sus.anak/2015/PN Dps 

b.  Analisis hukum pidana Islam tentang perbuatan cabul (homoseks) dalam 

putusan Nomor 1/pid.sus.anak/2015/PN Dps 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasannya, maka dapat 

dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/

2015/PN Dps tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul (Homoseks) ? 
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2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Homoseks dalam 

putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps tentang hukuman bagi pelaku 

perbuatan cabul (Homoseks) ? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitihan yang 

sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat 

jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau 

duplikasi dari kajian penelitihan yang telah ada telah melakukan kajian tentang 

berbagai hal yang berkaitan dengan sanksi pencabulan terhadap anak. Namun. 

Skripsi  yang bahas ini sangat berbeda dari skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat 

dari judul-judul yang ada walaupun mempunyai kesamaan tema tetapi beberapa 

skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai 

antara lain:  

1. Skripsi yang berjudul‚Homoseksual dalam perspektif hukum pidana dan 

hukum Islam. Suatu studi komparatif narmatif‛ yang di tulis oleh Abd. Azis 

Ramadhani jurusan ilmu hukum bagian hukum pidana tahun 2012 karyanya 

di tulis memuat tentang perilaku homoseksual serta perbedaan sanksi antara 

Hukum Islam dan KUHP terhadap perilaku tersebut
12

. 

2. Skripsi yang berjudul ‚Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman 

Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Ekseibisionisme; 

Studi Putusan Nomor. 86/Pid.Sus/2012/PN.KBM‛ yang ditulis oleh Dimas 

Faishol Ghanis jurusan HPI (Hukum Pidana Islam) tahun 2017 karyanya 

                                                           
12

Abd. Azis Ramadhani, ”Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. Suatu 

Studi Komparatif Narmatif”,(Skripsi-IAIN, Sunan Ampel, Surabaya, 2012) 
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memuat tentang hukuman bagi pelaku pencabulan yang disebabkan oleh 

penyakit eksibisionisme
13

. 

3. Skripsi yang berjudul ‚Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan 

PN Sidoarjo Nomor. 09/Pid.B.An/201/PN.Sda Tentang Pencabulan yang 

dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak di bawah Umur‛ yang ditulis oleh Ayu 

Putri Wahyuni jurusan HPI (Hukum Pidana Islam) tahun 2014, karyanya 

memuat tentang kasus dan hukuman pencabulan yang dilakukan oleh anak 

terhadap anak dibawah umur atas dasar suka sama suka.
14

 

Dari skripsi dan jurnal di atas perbedaannya menitikberatkan kepada 

bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif tentang hukuman 

bagi pelaku perbuatan cabul (homoseks) yang dilakukan oleh anak terhadap anak 

dibawah umur. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitihan adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam 

suatu penelitihan. Tujuan penelitihan akan memberikan arah dalam pelaksanaan 

penelitihan. Adapun tujuan dari peneliti yaitu: 

1. Mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim terhadap hukuman bagi 

pelaku perbuatan cabul (homoseks) dalam putusan nomor 

1/Pid.Sus.anak/2015/PN Dps. 

                                                           
13

Dimas Faishol Ghanis, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak 

Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Ekseibisionisme; Studi Putusan 

Nomor.86/Pid.Sus/2012/PN.KBM”, (Skripsi-UIN, Sunan Ampel, Surabaya, 2017) 

  
14

Ayu Putri Wahyuni, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo Nomor. 

09/Pid.B.An/201/PN.Sda Tentang Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak di 

bawah Umur”, (Skripsi-IAIN, Sunan Ampel, Surabaya, 2014) 
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2. Menganalisis bagaimana hukum pidana islam tentang  hukuman bagi pelaku 

perbuatan cabul (Homoseks) dalam putusan nomor 1/Pid.Sus.anak/2015/PN 

Dps. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya 

dua aspek, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum. 

Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tindak 

pidana atau jarimah dalam keilmuan hukum pidana Islam. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan 

penjelasan bagaimana hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia dalam 

kasus perbuatan cabul (homoseks). 

 

G. Definisi Operasional 

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu 

adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional di dalam penulisan 

skripsi ini agar mudah di pahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. 

Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang 

terkandung.  
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Adapun judul skripsi ini adalah ‚Analisis Hukum Pidana Islam tentang 

hukuman bagi pelaku perbuatan cabul (homoseks) dalam putusan nomor 

1/Pid.Sus.anak/PN Dps‛. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami 

judul skripsi ini, maka perlu menguraikan tentang pengertian judul tersebut 

sebagai berikut: 

1. Perbuatan cabul (Homoseks) adalah segala perbuatan yang melanggar 

kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup 

membangkitkan nafsu birahinya kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-

raba kemaluan, meraba-raba buah dada.
15

 Sedangkan pengertian  homoseks 

adalah hubungan seksual atau kelamin sesama jenis, baik sesama laki-laki 

(gay) maupun sesama perempuan (lesbian), laki-laki yang melakukan 

homoseks dalam bentuk liwat atau sodomi, yaitu melalui cara bersenggama 

dengan memasukkan penis ke dalam anus pasangannya.
16

 

2. Hukum Pidana Islam disebut dengan fiqih Jinayah yaitu ketentuan-ketentuan 

atau aturan – aturan yang sudah ada nash dan ketentuanya yang apabila 

dilanggar, mendapatkan hukuman atau Jari<mah, dan diskripsi ini berisikan 

tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul (homoseks) 

 

H. Metode Penelitihan 

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan 

prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis 

                                                           
15

 R. Soesilo, KUHP, 212.  
16

Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari 

Hukum Islam, (Jakarta : Prenada Media Grup,2010), 263. 
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dari dokumen, Undang-undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk 

mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang 

diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode: 

1. Data 

Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian ini 

adalah data mengenai proses lahirnya Putusan Pengadilan Negeri denpasar 

tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul (homoseks) yang meliputi: 

a) Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus.anak/2015/PN 

Dps. Tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul (homoseks). 

b) Tinjauan hukum pidana Islam tentang Homoseks dalam putusan nomor 

1/Pid.sus.Anak/2015/PN Dps tentang hukuman bagi pelaku perbuatan 

cabul (Homoseks) 

2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a) Sumber primer 

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

obyek penelitian dalam penelitian ini sumber data primer tentang hukuman bagi 

pelaku perbuatan cabul (homoseks) dalam putusan nomor 

1/Pid.Sus.anak/2015/PN Dps. 

 

3. Sumber Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum 
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meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dokumentasi dan 

lain-lain yang terkait. 

a) Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian di kumpulkan dengan menggunakan beberapa Teknik 

yaitu: 

1) Teknik Dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara 

mengunduh, membaca dan menelaah dokumen dalam hal ini dokumen 

Direktori Putusan Pengadilan Negeri denpasar Nomor 

1/Pid.Sus.anak/2015/PN Dps. Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang pertimbangan hakim tentang hukuman bagi 

pelaku perbuatan cabul (homoseks). 

4. Teknik Pengelolahan Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti 

menggunakan teknik-teknik berikut ini:
17

 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama 

dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara 

yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini akan memeriksa kembali 

kelengkapan putusan Nomor 1/Pid.sus.anak/2015/PN Dps. Kejelasan 

makna tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul (homoseks) dan 

kesesuain data-data dari kepustakaan. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh 

dalam kerangka paparan yang sudah tersusun pada bab III tentang tindak 

                                                           
17

Bambang Sanggona, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 

125. 
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pidana perbuatan cabul (homoseks) serta pertimbangan hakim dalam 

memutuskan hukuman bagi pelaku berbuatan cabul (Homoseks) ini 

putusan Nomor 1/Pid.sus.anak/2015/PN Dps. 

c. Analyzing, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab III 

dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas 

proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan 

masalah. 

5. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan 

pola pikir deduktif 

a. Deskriptif analisis adalah teknik analisis dengan cara menjelaskan dengan 

apa adanya, dalam hal ini data tentang pertimbangan hukum hakim dalam 

Putusan Nomor 57/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps tentang hukuman bagi 

pelaku perbuatan cabul (homoseks) kemudian dianalisa dengan 

menggunakan hukum pidana Islam. 

b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang 

bersifat umum, dalam hal ini teori hukum pidana Islam kemudian 

diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, yaitu pertimbangan 

hakim dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps tentang 

hukuman bagi pelaku perbuatan cabul (homoseks). 

 

I. Sistematika Pembahasan 
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Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah 

sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi 

ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, di mana 

antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang 

utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan 

tentang tinjauan umum perbuatan cabul (homoseks) dalam hukum pidana Islam. 

Dalam bab ini berisi tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul (homoseks) 

yang meliputi liwat dan ta’zi<r. 

Bab ketiga adalah merupakan pembahasan tentang mengenai data 

pertimbangan hukum hakim. Data diperoleh dari proses analisis dan mencari data 

di Direktori putusan pengadilan negeri denpasar Nomor 1/Pid.Sus.anak/2015/PN 

Dps tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul (homoseks). 

Bab keempat adalah merupakan analisa hukum pidana Islam tentang 

hukuman bagi pelaku perbuatan cabul (homoseks) dalam putusan nomor 

1/Pid.sus.anak/2015/PN Dps. 

Bab Kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab 
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sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk 

kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

PERBUATAN CABUL ( HOMOSEKS) MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM 

 

A. Pengertian Cabul (Homoseks) 
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Hukum Islam bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan 

manusia baik dalam hubungannya dengan manusia dan alam. Dalam praktek, 

hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan 

mengajak pengikutnya untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya. 

Hukum Islam akan menindak keras dan tegas kepada para pelaku yang melanggar 

ketentuan dan ketetapa-Nya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan 

Hadits.
18

  

Perbuatan cabul berasal dari kata cabul yang artinya keinginan atau 

perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan 

untuk meraih kepuasaan diri diluar ikatan perkawinan.
19

 Perbuatan cabul adalah 

segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, 

semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahinya kelamin, 

misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada.
20

 

Pencabulan bersal dari kata cabul yang dalam bahasa Arab Fusuq disebut 

dan secara bahasa diartikan keluar dari jalan yang haq serta kesalihan, berbuat 

cabul, hidup dalam kemesuman dan berzina
21

 

Bila dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi pendidikan pencabulan 

juga bisa diartikan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yang 

berkaitan dengan seksual tidak sampai pada bentuk padahubungan kelamin. 

Misalnya laki-laki yang meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, 

                                                           
18

 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Hadits pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, 

(PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1998), 57. 
19

 https://id.m.wikipedia.org/wiki/cabul. Diakses pada tanggal 19 mei 2018, pukul 21:58 
20

 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 212. 
21

 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka progresif, 1997), 1055. 

21 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/cabul
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meraba-raba anggota kemaluan, oral seks, menggauli atau mencabuli dan lain-

lain 

Homoseks adalah hubungan seksual antara orang yang sejenis kelaminya, 

baik sesama pria maupun wanita. Homoseks merupakan penyimpangan dari 

fitrah manusia karena secara fitrah manusia cenderung untuk melakukan 

hubungan biologis secara heteroseks, yaitu hubungan seks antara wanita dengan 

pria. Homoseksual merupakan salah satu bentuk kelainan seksual atau tidak 

normal. 

Maka didapat kesimpulan dari definisi-definisi diatas bahwa pencabulan 

adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta 

kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh 

lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. 

Pencabulan sesama jenis yaitu hubungan seksual atau kelamin sesama 

jenis, baik sesama laki-laki (gay) maupun sesama perempuan (lesbian), laki-laki 

yang melakukan homoseks dalam bentuk liwat atau sodomi, yaitu melalui cara 

bersenggama dengan memasukkan penis ke dalam anus pasangannya.
22

 

Pengertian lain tentang homoseks dikemukakan oleh Abdur Rahman I Doi  

yaitu merupakan suatu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu 

syahwat seseorang.
23

 Perbuatan homoseks bukan hanya terdapat pada zaman 

modern ini saja tetapi perbuatan ini telah dilakukan pada masa lalu, yaitu pernah 

                                                           
22

 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari 

Hukum Islam, (Jakarta : Prenada Media Grup,2010), 263. 
23

 Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (jakarta : Rineka Cipta, 1991), 39. 
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terjadi di masa Nabi Luth. Akibat dari perbuatan itu maka Allah menghancurkan 

kaum Nabi Luth dengan kepedihan dan kehinaan. 

Dr. Sarlito Wirawan Sarwono mengatakan yaitu homoseksualitas adalah 

hubungan seks antara dua orang yang sesama jenis kelaminya.
24

 Dr. Ali Akbar 

juga mengatakan Homoseksual adalah mencari kepuasan seksual dengan jenis 

yang sama, baik secara rangsang-merangsang maupun tindakan yang menyerupai 

senggama. 

Sebenarnya homoseksual adalah penyakit lama dalam masa modern, 

gejala penyakit ini telah pernah ada 800 tahun sebelum Masehi. Hubungan seks 

semacam ini baru menjadi masalah pada masyarakat Barat, setelah agama 

Kristen memasuki Eropa. Agama Kristen memandang, bahwa homoseksual 

adalah sebagai perbuatan yang tercela, apalagi pada zaman Ratu Victoria di 

Inggris pada abad ke-19, sangat memperhatikan akhlak.
25

 

 

B. Dasar Hukum Cabul (Homoseks) 

Di zaman yang sudah modern dan serba instan ini perbuatan yang 

melanggar syariat Islam sudah marak terjadi dan pelakunya bukan orang dewasa 

saja, tapi banyak juga dari kalangan anak-anak dan remaja salah satunya adalah 

homoseks dan lesbian 

Penyimpangan seksual kaum Nabi Luth AS yang terkenal adalah 

Homoseks. Homoseks adalah perbuatan keji pada dubur (jalan belakang) yang 

dilakukan oleh sesama laki-laki. Perbuatan ini termasuk kejahatan terbesar 

                                                           
24

 Ibid., 58. 
25

 Ibid., 59. 
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perusak akhlak dan fitrah. Hukumannya lebih berat daripada hukuman zina 

karena beratnya pengharamannya. Homoseks juga merupakan suatu kelainan seks 

yang membahayakan, pemicu penyakit jiwa dan tubuh yang berbahaya. Allah 

telah membenamkan para pelakunya dan menghujani mereka dengan batu panas 

dan Neraka adalah hak mereka pada hari kiamat.
26

 

Seperti yang terkandung dalam Al-Qur’an surat al-Ankabūt ayat 28 yang 

berbunyi: 

 

                            

       

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: Sesungguhnya 

kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah 

dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu. (QS. al-Ankabūt: 

28) 

 

Homoseks hukumnya adalah haram, dan hukumannya adalah kedua 

pelakunya dibunuh baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah 

berdasarkan sabda Nabi SAW : 

 

ٍُْ ٍُُْعِكْرِيَةُعَ ٍُُُعَ ٍُْ,ُوسهىُعهيهُاللُصهىُاّللُُِرَسُولُُُقالَ,ُقاَلَُُعَباَّسُب وهُُُيَ ًُ ُوَجَدْتُ

مُُ ًَ مَُُيعَْ ًَ فْعُولَُُعِمَُُقْتهُوُااْنفاَُفاَُنوُْطُ ُقوَْوُُِعَ ًَ بهُُِِوَان  

Artinya: Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW. 

bersabda: Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth, 

maka bunuhlah pelaku dan objeknya. (HR. Baihaqi)
27

 

 

                                                           
26

 Ibid., 133. 
27

 Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, jilid 7, (Bairut: Dar Al-

Kutub Al-Ulumiyyah, 1994), 127. 
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Lesbian (sihaq) juga merupakan penyimpangan seksual lainnya yang tidak 

jauh beda dengan homoseks. Lesbi adalah hubungan seks yang dilakukan sesama 

wanita. Perbuatan macam ini haram hukumnya, hukumannya adalah ta’zi<r 

(hukuman yang sesuai ketentuan hakim).  

 

C. Jenis Cabul (Homoseks) 

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan ialah:
28

 

1. Exhibisionism seksual adalah sengaja memamerkan alat kelamin pada anak. 

2. Voyeurism adalah orang dewasa mencium anak dengan bernafsu. 

3. Fonding adalah mengelus/meraba kemaluan seorang anak. 

4. Fellatio adalah orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak 

mulut. 

 

D. Sanksi Cabul (Homoseks) 

Sanksi dalam perbuatan cabul sesama jenis atau liwat atau homoseks ini 

dijelaskan dalam Al-Qur’an surat al-‘Araf ayat 80 sampai dengan ayat 84 yaitu 

sebagai berkut: 

 

                            

                         

                                                           
28

 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, ( Mandar Maju, Bandung, 

1985), 264. 
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                        

                         

                         

Artinya: Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya), (ingatlah) 

tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan 

faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunia ini) 

sebelumnya. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan 

nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah 

kaum yang melampaui batas, jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, 

usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari kotamu ini, sesungguhnya 

mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian 

kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya, dia 

termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan 

kepada meraka hujan (batu), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan 

orang-orang yang berdosa itu. (QS. Al-A’raf: 80-84).
29

 

 

Al-Qur’an tidak ditentukan bentuk sanksinya terhadap para pelaku liwat 

atau homoseks, sebagaimana dalam surat al-‘Araf tersebut. Akan tetapi dalam 

hadits telah dikemukakan:
30

 

1. Hadis riwayat Imam yang lima, kecuali Nasa’i dari Ikrimah dari Ibnu Abbas 

r.a, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : siapa yang menjumpai seseorang 

yang bermain liwat (homoseks), maka bunuhlah fa’il maupun maf’ul-nya 

(yang berbuat atau yang bertindak sebagai laki-laki maupun yang berbuat 

atau yang bertindak sebagai perempuan). 

                                                           
29

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 3 Cetak ulang 

(Semarang : Wicaksana,1993), 476. 
30

 Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, Nailul Authar, Jilid 6, cet 1 (Surabaya : Bina Ilmu, 1986), 40. 
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2. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’ad bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu Abbas 

tentang kasus seorang anak perawan yang kedapatan bermain liwat (lesbian) 

supaya dia dirajam. 

Menurut Syekh Faisal, Syarih berkata, bahwa Imam Syafi’i meriwayatkan 

dari Ali r.a., bahwa ia pernah merajam orang yang melakukan liwat. Berdasarkan 

hadis Ali r.a., itulah, maka Imam Syafi’i berpendapat bahwa hukuman terhadap 

orang yang melakukan liwat adalah dengan merajam pelaku liwat, baik muhsan 

(muhsanah) maupun tidak.
31

 

Surat An-Nisa juga menjelaskan hukuman bagi pelaku fahisyah (zina dan 

homoseks) tepatnya ayat 15 sampai ayat 16 yaitu : 

 

                      

                              

                          

           

Artinya: Dan (terhadap) perempuan-perempuan yang melakukan fahisyah 

(keji), hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan). 

Kemudian jika mereka memberi kesaksian, maka kurunglah mereka 

(perempuan-perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya 

atau sampai Allah memberi jalan (lain) kepada mereka. Dan (terhadap) dua 

orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman 

terhadap keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, 

maka biarkanlah keduanya. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan 

maha penyayang.
32

 

  

                                                           
31

 Ibid., 42.  
32

 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya, 134. 
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Sebagian besar para fuqaha dan mufasirin berpendapat bahwa, surat an-

Nisa’ ayat 15 tersebut telah di naskh atau dihapus oleh surat an-Nur ayat 2. 

Tetapi ada pula fuqaha yang berpendapat bahwa surat an-Nisa ayat 15 masih 

tetap berlaku, dan menjadi dasar hukum bagi ditentukannya hukuman seumur 

hidup bagi pelaku zina. Namun perlu dikemukakan kembali bahwa, sampai saat 

ini, sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku zina, 

baik laki-laki dan pelaku zina perempuan adalah hukuman rajam dan jilid atau 

cambuk sebanyak seratus kali bagi ghairu muh{s{an. 

 

E. Jarimah Ta’zi<r 

Jarimah ta’zi<r adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zi<r. 

Pengertian ta’zi<r berasal dari bentuk mashdar َُُيعَْزيرُُُ-ُعَزَر  yang secara etimologis 

berarti menolak atau mencegah.
33

 Dalam dunia pesantren, istilah ta’zi<r diartikan 

sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu terhadap 

santri yang karena suatu sebab, misalnya kesiangan shalat subuh atau tidak ikut 

mengaji tanpa ada alasan yang benar. Hukuman tersebut bertujuan mencegah 

yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan membuat yang 

bersangkutan menjadi jera.
34

 

Pengertian secara terminologis, yang dikehendaki dalam konteks fiqih 

Jinayah adalah seperti dibawah ini : 

 

                                                           
33

 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 140. 
34

 Ibid., 144. 
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ٍَُُيرَُدُ ُنىَُُْانََّتىُانْعُقوُْباتُُُهوَُُُنتَّعْزِيْرُُاَُ ٌُُِانشَّارِعُُِيِ ُالأيْرُُِنوَِنيُِ ُتقَْدِرِهاُوَترَْكُُِيِقْدَارِهاُببِيَاَ

ٍَُُأوِانْقاَضِى جاهِدِيْ ًُ ُانْ

ta’zi<r adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar 

hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim‛. 
 

Sebagian ulama mengartikan ta’zi<r sebagai hukuman yang berkaitan 

dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-

Qur’an dan Hadist, ta’zi<r berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum 

dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian 

lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak 

dihukum dengan hukuman had atau kafarat.35
 

 

F. Tujuan Jarimah Ta’zi<r 

Dibawah ini tujuan dari diberlakukanya sanksi ta’zi<r yaitu sebagai 

berikut: 

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan pada orang yang belum melakukan 

jarimah. 

2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi 

jarimah  dikemudian hari. 

3. Kuratif (islah). ta’zi<r harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana 

dikemudian hari. 

4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah 

yang lebih baik.
36

 

                                                           
35

 Ibid., 141. 
36

 M. Nurul Irfan, Fiqih Jinayah, (jakarta: Amzah 2013), 142. 
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Syara’ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah 

ta’zi<r tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan 

sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang 

sesuai. Dengan demikian, sanksi ta’zi<r tidak mempunyai sanksi tertentu. 

 

G. Prinsip Penjatuhan Jarimah Ta’zi<r 

Prinsip penjatuhan ta’zi<r terutama yang berkaitan dengan ta’zi<r yang 

menjadi wewenang penuh ulul amri, artinya baik bentuk maupun jenis 

hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-

sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada 

kemaslahatan. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita 

ketahui sifatnya labil sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan 

hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu 

tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat 

‚kepentingan‛ tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, 

peraturannya harus diganti. Itu berarti sesuatu yang dianggap jarimah pada suatu 

waktu atau suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau 

tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak 

tampak lagi. 

 

H. Jenis Jarimah Ta’zi<r 
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Maka semuanya itu dikenakan hukuman ta’zi<r sebagai pembalasan dan 

pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Di bawah ini 

hukuman-hukuman ta’zi<r.37
 

1. Hukuman Mati 

 

 Pada dasarnya menurut Syari’at Islam hukuman ta’zi<r adalah untuk 

memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam 

hukuman ta’zi<r tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan 

nyawa. 

Akan tetapi kebanyakan para fuqaha membuat suatu pengecualian dari 

aturan umum tersebut, yaitu diperbolehkan dijatuhi hukuman mati jika 

kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat 

tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. 

Oleh karena itu hukuman mati merupakan suatu pengecualian dalam 

hukuman ta’zi<r, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan 

seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman-hukuman ta’zi<r yang 

lain, dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhi hukuman. 

 

2. Hukuman Jilid 

 

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam Syari’at Islam, 

dimana  jarimah hudud yang hukumannya sudah tertentu jumlahnya misalnya 

seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk qadzaf, sedangkan untuk 

                                                           
37

 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari 

Hukum Islam, (Jakarta : Prenada Media Grup,2010), 150. 
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jarimah ta’zi<r tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah ta’zi<r yang 

berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan. Sebab-sebab diutamakan hukuman 

tersebut dikarenakan: 

Pertama, hukuman jilid lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-

otang penjahat yang biasa melakukan jarimah atau tindak pidana. 

Kedua, hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan 

batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah jilid yang terletak antara 

keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat. 

Ketiga, bisa dilihat dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak 

merepotkan keuangan Negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat 

ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman jilid bisa dilaksanakan 

seketika dan sesudah itu pembuat biasa bebas. 

Keempat, dengan hukuman jilid pembuat dapat terhindar dari akibat-

akibat buruk penjara.\ 

Hukuman jilid ta’zi<r tidak boleh melebihi hukuman yang terdapat dalam 

aturan jarimah hudud. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada 

kesepakatan di kalangan fuqaha. Hal ini hukuman had dalam jarimah hudud itu 

berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya. Misalnya Zina yang 

hukuman jilidnya seratus kali, qadzaf delapan puluh kali, sedangkan syurbul 

khamarada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali. 

3. Hukuman kawalan/penjara 
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Yang mana hukuman kawalan terbagi dua macam hukuman dalam 

Syari’at Islam, yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak 

terbatas (terbatas atau tidak terbatas di sini adalah dar segi waktu). 

Hukuman kawalan terbatas ialah hukuman paling sedikit hanya satu hari, 

sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. 

hukuman kawalan tidak terbatas tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, 

melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau melakukan taubat 

dan pribadinya mejadi baik. Orang yang dikenai hukuman ini adalah penjahat 

yang berbahaya, atau orang-orang yang berulang-ulang melakukan jarimah. 

4.  Hukuman pengasingan  

Hukuman pengasingan juga merupakan salah satu jenis hukuman ta’zi<r 

Dalam jarimah zina ghairu muhsan, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai 

hukuman ta’zi<r, akan tetapi Imam-imam yang lain memandang jarimah zina 

ghairu muhsan sebagai hukuman had. Untuk jarimah-jarimah selain zina, 

hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan 

orang lain. 

Untuk masa pengasingan dalam jarimah takzir, menurut Syafi’iyah dan 

Hanabilah, tidak boleh lebih dari satu tahun, agar tidak melebihi masa 

pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had. Sedangkan 

menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab 

pengasingan di sini merupakan hukuman ta’zi<r, bukan hukuman had. Pendapat 

ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak 

mengemukakan batas waktu hukuman pengasingan melainkan hukuman tersebut 
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sepenuhnya di serahkan kepada penguasa (hakim) dalam mempertimbangkan dan 

menentukan masa pengasingan jarimah ta’zi<r 

5. Hukuman salib 

Yang mana hukuman tersebut dalam jarimah ta’zi<r bukn berarti dibarengi 

atau didahului dengan hukuman mati, melainkan terhukum disalib dalam keadaan 

hidup. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudhu, dan salat 

dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga kali. 

6. Hukuman pengucilan 

Hukuman pengucilan dijatuhkan hanya kepada orang-orang yang 

melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Hukuman pengucilan ini pernah 

dilakukan oleh Rasulullah saw. Terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam 

perang Tabuk, yaitu Ka’ab ibn Malik, Mirarah ibn Rubai’ah, dan Hilal ibn 

Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara. 

7. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan 

Ancaman merupakan salah satu hukuman ta’zi<r, dengan syarat akan 

membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Contohnya seperti ancaman akan 

dijilid atau di penjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, apabila pelaku 

mengulangi perbuatannya.  

Termasuk juga ancaman apabila hakim menjatuhkan keputusannya, 

kemudian pelaksanaannya ditunda sampai waktu tertentu. 

Selain ancaman, teguran, dan peringatan, juga merupakan hukuman ta’zi<r 

yang dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila memang dipandang sangat perlu untuk 
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diterapkan. Hal ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. Terhadap Abu Zar 

dan Abdurrahman ibn ‘Auf. 

8. Hukuman denda 

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman ta’zi<r yag 

mana diantara jarimah yang diancam dengan hukuman denda contohnya, 

pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak 

dikenakan hukuman potong tangan, melainkan di denda dengan dua kali lipat 

harga buah-buahan yang diambil, disamping hukuman lain yang sesuai. 

Perbedaan Jarimah Hudud, Qhisash, Diyat, dan Ta’zi<r 38
 

No Hudud Qishash-Diyat Ta’zi<r 

1 

Tidak ada pemaafan 

baik perorangan 

maupun ulil amri, 

Ada pemaafan dari 

korban atau keluarga 

korban (ahli waris) 

Ada pemaafan, baik 

perorangan maupun 

ulil amri, apabila hal 

itu lebih maslahat. 

2 

Hukuman telah 

ditentukan (fixed 

punishment). 

Hukuman telah 

ditentukan (fixed 

punishment). 

Hakim dapat memilih 

hukuman yang lebih 

tepat bagi pelaku 

sesuai kondisi pelaku, 

situasi dan tempat 

kejahatan. 

3 Pembuktian harus Pembuktian harus ada Pembuktian harus ada 

                                                           
38

 Ibid., 145-146. 
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ada saksi atau 

pengakuan. 

saksi atau pengakuan. saksi atau pengakuan. 

4 

Tidak dapat 

dikenakan kepada 

anak kecil, karena 

syaratnya pelaku 

harus baligh. 

Tidak dapat dikenakan 

kepada anak kecil, 

karena syaratnya 

pelaku harus baligh. 

Dapat dikenakan 

kepada anak kecil, 

karena takzir 

dilakukan untuk 

mendidik. 

5 

Ukuran kadar 

hukuman telah 

ditetapkan secara 

pasti oleh syariat. 

Ukuran kadar hukuman 

telah ditetapkan secara 

pasti oleh syariat. 

Kadar ketentuannya 

diserahkan kepada 

ijtihad hakim dan 

berat-rintangan 

hukuman disesuaikan 

menurut 

pelanggarannya 

 

Selain imam atau hakim, orang yang berhak memberikan sanksi ta’zi<r 

kepada pelanggar hukum syar’i adalah ayah atau ibu untuk mendidik anaknya, 

suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Para 

pemberi sanksi itu tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa si pelanggar 

hukum, kecuali imam atau hakim.
39

 

Maksud dilakukannya ta’zi<r adalah agar si pelaku mau menghentikan 

kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. Pelaksanaan sanksi ta’zi<r  

                                                           
39

 M Nurul Irfan, fiqih jinayah, (Jakarta; Bumi Aksa), 145. 
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bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi hudud. Adapun orangtua terhadap 

anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, hanya terbatas 

pada sanksi ta’zi<r, tidak sampai kepada sanksi hudud.
40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR TENTANG HUKUMAN 

BAGI PERBUATAN CABUL (HOMOSEKS) NOMOR 

1/Pid.SUS.ANAK/2015/PN Dps 
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 Ibid., 146. 
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A. Disposisi Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps. 

Kontruksi teori putusan pengadilan negeri Denpasar yang bersifat 

berkekuatan hukum tetap dalam memeriksa kasus pelaku perbuatan cabul 

(homoseks) dengan deskripsi sebagai berikut : 

Putusan ini menjelaskan adanya dua subyek hukum yaitu pelaku dan 

korban. 

a) Dalam kasus ini pelaku namanya disamarkan menjadi terdakwa anak 

pelaku perbuatan cabul (homoseks) yang lahir pada tanggal 05 Oktober 

1997, yang berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan swasta, 

pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di jalan Raya Sesetan 

Denpasar/candikuning ll Baturiti Tabanan Bali, Pelaku dan korban adalah 

anak asuhan Yayasan tunas bangsa yang tinggal dalam satu kamar. 

b) Muhammad Alghifari als Alghif adalah anak asuh Yayasan tunas bangsa 

yang berlokasi di jalan Gunung Seraya I No.25 Monang Maning denpasar 

Alghif adalah korban pencabulan dari terdakwa anak, dan Alghif masih 

duduk di bangku kelas 3 SD, yang tinggal dalam satu kamar bersama 

terdakwa anak di Yayasan tunas bangsa. 

Kejadian awal ketika korban dan pelaku adalah anak asuh di Yayasan 

tunas bangsa dan tinggal dalam satu kamar yang sama, pada tahun 2011 saat 

saksi korban akan naik ke kelas Ill SD, kejadian pertama yaitu saat saksi korban 

sedang tidur di kamar anak dilantai II di Yayasan tunas bangsa, saat larut malam, 

terdakwa membangunkan saksi korban selanjutnya menyuruh saksi korban agar 

pergi ke kamar dekat dapur di lantai I, Setiba di kamar dapur tersebut, saksi 

38 
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korban pun kembali tidur dan beberapasaat kemudian terdakwa masuk ke dalam 

kamar yang di masuki saksi korban, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban 

mengocok kemaluannya, apabila saksi korban tidak mau, maka terdakwa 

mengancam akan memukul saksi korban, lalu terdakwa membuka sendiri 

celananya kemudian saksi korban pun mengocok kemaluannya terdakwa hingga 

keluar sperma dimana posisi saksi korban saat itu duduk diatas kasur di 

sampingnya terdakwa sementara terdakwa tiduran di atas kasur. Setelah selesai 

terdakwa selanjutnya memakai celananya sendiri dan kemudian naik ke kamar 

anak yang berada di lantai II. 

Selain di kamar dekat dapur, terdakwa juga sempat menyuruh saksi 

korban mengocok kemaluannya di kamar mandi lantai II dekat jemuran, tepatnya 

di belakang kamar tidur di Iantai II (dekat pintu), di kamar dekat aula Iantai II 

kamar mbak Isa, dan di kamar tidur lantai II. Terdakwa sering melakukan hal 

tersebut terhadap saksi korban, hampir setiap hari sekitar kurang lebih 1 (satu) - 

2 (dua) menit
41

. 

Setelah kejadian kemarin, terdakwa merasa ketagihan dan kembali 

melakukannya lagi dengan saksi korban, dengan cara memanggil saksi korban 

dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke mulut saksi korban hingga 

terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dimana saksi korban merasa jijik 

namun karena terdakwa terus memaksa saksi korban, saksi korban akhirnya mau 

melakukannya walaupun saksi korban merasa seperti mau muntah. Adapun 

posisinya saksi korban setengah berdiri sedangkan terdakwa posisinya berdiri, 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps, 4. 
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kadang terdakwa tidur di kasur sedangkan saksi korban duduk di samping 

terdakwa. Kadang juga, posisi terdakwa berdiri dan saksi korban duduk lalu 

terdakwa menyuruh saksi korban memasukkan kemaluan terdakwa ke mulut 

saksi korban. Biasanya terdakwa melakukan hal ini di kamar dapur tantai I, di 

kamar anak di lantai II, di kamar dekat aula lantai II kamar mbak Isa, dan di 

kamar mandi lantai III di Yayasan tunas bangsa. sekitar kurang Iebih 1 (satu) - 2 

(dua) menit
42

. 

Seminggu dari kejadian tersebut, setelah  terdakwa melakukan onani 

(mengocok penis) dan oral (memasukan penis ke mulut) dengan saksi korban, 

terdakwa melakukannya lagi dengan cara menyodomi (memasukan penis 

kedalam anus) saksi korban, sehingga saksi korban merasakan sakit pada pantat 

saksi korban, dengan posisi tidur tengkurep sambil nungging, sedangkan 

terdakwa berdiri lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat saksi korban 

hingga saksi korban melihat terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari 

kemaluan terdakwa.  

Pernah juga saksi korban tidur dengan posisi menyamping sedangkan 

posisi terdakwa tidur menyamping di belakang saksi korban. lalu terdakwa 

memasukkan kemaluannya ke pantat saksi korban dan melakukan gerakan maju 

mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih, terdakwa 

biasanya melakukan hal ini terhadap saksi korban di kamar lantai II, dikamar 
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Ibid., 4.  
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mandi lantai III di Yayasan tunas bangsa, di kamar dekat aula lantai II kamar 

mbak Isa, dan di kamar dapur, sekitar kurang lebih 1 (satu) – 2 (dua) menit
43

. 

Kejadian yang terakhir saksi korban ingat bahwa sekitar pada tahun 2013, 

saat malam hari pukul 24.00 wita, terdakwa menyuruh saksi korban tidur di kasur 

bawah dan semua anak sudah tidur, selanjutnya saksi korban mengocok 

kemaluan terdakwa di kamar atas, dimana saat itu terdakwa membangunkan 

saksi korban ‚bangun bangun‛, lalu terdakwa bilang pegang nie gif (sambil 

menunjuk kemaluan terdakwa). saksi korban pun menuruti kemauan terdakwa 

karena takut diancam akan dipukul oleh terdakwa. 

Selama kejadian yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa sering 

mengancam saksi korban dan bilang kalau kamu kasih tau orang, tak pukul nanti. 

Selain itu, terdakwa juga sempat mengancam akan melaporkan kejadian yang 

pernah menimpa saksi korban, yaitu perlakuan yang sama oleh terdakwa yang 

dilakukan oleh Fidal sudah keluar Yayasan tunas bangsa dan juga di ancam di 

laporin dengan ibumu ya!‛, sehingga saksi korban mau menuruti semua yang 

disuruh oleh terdakwa. Selain itu, terdakwa juga sempat memukul saksi korban 

dengan menggunakan tangan kanan di bagian tubuh saksi korban di kaki kanan 

dan kaki kiri saksi korban terutama dibagian jari kaki dan kedua paha saksi 

korban, dibagian dada saksi korban, kedua lengan tangan saksi korban, bagian 

wajah saksi korban terutama pipi dan mulut serta kepala bagian belakang saksi 
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korban, hingga saksi korban mengalami beberapa luka lebam dan luka robek di 

tubuh saksi korban setelah terdakwa memukul saksi korban 
44

. 

Terdakwa sempat memberi uang kepada saksi korban setelah saksi korban 

melakukan apa yang disuruh oleh terdakwa tersebut, terkadang terdakwa 

memberi uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) atau paling banyak Rp 5.000,- (lima 

ribu rupiah).  

Berdasarkan hasil VER dari RSUP Sanglah Denpasar nomor: UK.01.15 

/IV.E.19/ VER / 674 / 2013 a.n. saksi korban, tanggal 31 Desember 2013, yang 

dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu AIit, Sp.F.DFM dokter 

pemerintah pada Instalasi Kedokteran Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang 

pada kesimpulannya Pada korban laki - laki, berusia sebelas tahun ini, ditemukan 

luka-luka yang sudah menyembuh. 

Ditemukan pula jaringan parut pada lubang pelepasan yang disebabkan 

oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi. Berdasarkan Visum Et Repertum 

Psychiatricum a.n Muhammad Alghifari Als. Algif nomor : 07 / UN.14.2 / 

Psikiatri / I / Visum / 2014, tanggal 22 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda 

tangani oleh dr. Nyoman Ratep, SpK) dokter pada Fakultas Kedokteran Bagian/ 

SMF Psikiatri Universitas Udayana yang pada kesimpulannya Pada terperiksa 

didapatkan gangguan tingkah laku depresif, dapat disebabkan karena dalam 2 

(dua) tahun terakhir telah mengalami kekerasan seksual sehingga mengganggu 

aktivitas kehidupan sehari – hari di sekolah dan Iingkungan sosial. 
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Ibid., 6. 
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Hasil pemaparan di atas dapat kita pahami bahwasanya Perbuatan 

terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP. 

 

Pasal 82 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 

(enam puluh juta rupiah)‛.
45

 

  

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim 

untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat 

dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan dipengadilan. Pembuktian 

menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna 

menemukan hukum yang akan diterapkan (rechtoepasing) maupun ditemukan 

(rechtvinding) dalam suatu perkara tertentu.
46

Pembuktian bersifat historis yang 

artinya pembuktian ini mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi 

dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa 

yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang 

relevan tidak perlu dibuktikan. pada intinya yang harus dibuktikan dalam tahap 

pembuktian ini adalah peristiwa yang menuju pada kebenaran yang relevan 

menurut hukum.  
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Pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
46

 Riawan Tjandra W, dan H. Chandera, Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata, 

(Universitas Atma Jaya Yogjakarta, 2001), 62. 
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Dalam tahapan-tahapan suatu persidangan di pengadilan, suatu kasus 

tindak pidana memerlukan alat bukti yang sah yang terdapat dalam pasal 184 

ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana antara lain: keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk  dan keterangan terdakwa
47

. 

1. Keterangan Saksi 

Saksi berjumlah tujuh (7) yang di ajukan oleh penuntut umam dalam 

persidangan yang di bawah sumpah menurut agama masing-masing yang 

menerangkan pada pokoknya; 

a) Saksi Korban 

Saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur dan langsung 

menerangkan kejadian yang dilakukan terdakwa yaitu memasukkan kemaluannya 

ke pantat korban, dengan posisi korban tidur tengkurep sambil nungging 

sedangkan terdakwa berdiri lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat 

saksi korban lalu melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa 

mengeluarkan cairan berwarna putih dari kemaluannya. 

Setelah melakukan hal tersebut, terdakwa sering mengancam korban 

dengan bilang ‚kalau kamu kasi tau orang, tak pukul nanti‛. Selain itu, terdakwa 

juga sempat mengancam akan melaporkan kejadian yang pernah menimpa 

korban, yaitu perlakuan yang sama oleh terdakwa yang ditakutkan kepada ibu 

korban dengan bilang ‚tak laporin dengan ibumu ya‛, sehingga korban mau 

menuruti semua yang disuruh oleh terdakwa. 
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Karjadi, Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bandung, Karya Nusantara, 1986), 162. 
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Terdakwa pernah memukul korban yaitu di kaki kanan dan kaki kiri 

korban terutama dibagian jari kaki dan kedua paha korban, dibagian dada korban, 

kedua lengan tangan korban, bagian wajah korban terutama pipi dan mulut serta 

kepala bagian belakang korban, hal tersebut terjadi apabila korban tidak mau 

menuruti kemauannya terdakwa hingga korban mengalami beberapa luka lebam 

dan luka robek di tubuh korban. 

b) Saksi Umi Nuraini 

Korban tinggal dengan saksi sejak ibu korban bekerja ke luar negeri dan 

korban keluar dari yayasan tunas bangsa. Saksi mengetahui peristiwa pencabulan 

dari cerita korban sendiri. Korban mengatakan perbuatan cabul yang dilakukan 

terdakwa antara lain menyuruh untuk mengocok kemaluan terdakwa, menyuruh 

untuk memasukkan kemaluan terdakwa ke mulut korban, terdakwa memasukkan 

kemaluannya ke anus korban. 

c) Saksi Akbar Efendi 

Terdakwa pernah mau dikeluarkan karena keras sifatnya suka memukul 

adik-adiknya, dan setelah kita lihat sampai tahun 2013 terdakwa sudah lebih dari 

tiga kali melakukan kesalahan. Irwan dan Fidel pernah melakukan pencabulan 

terhadap Algif. 

d) Saksi H. Edy Sutikno 

Sobirin pernah menyampaikan pada saksi, mengatakan dia disodomi oleh 

terdakwa, kemudian saksi lapor pada ketuanya, dan ketuanya mengatakan nanti 

saya urus. kejadian pada Algif saksi baru dengar dari kepolisian, karena ibunya 

lapor pada saksi, tetapi Algif tidak pernah lapor pada saksi. 
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Dulu Algif hanya main-main saja kerumah saksi sebelum kejadian, tetapi 

setelah kejadian Algif nginap dirumah saksi dan Algif berontak diajak ke Panti 

oleh teman-temannya. Algif tidak pernah lapor tentang kelakuan terdakwa, tetapi 

Algif bilang takut sama terdakwa anak karena dipukul. Sobirin pernah cerita dia 

disodomi oleh terdakwa tetapi sama Algif saksi tidak tahu, menurut cerita 

Sobirin yang lapor Didin juga disodomi oleh terdakwa. 

e) Saksi Muhammad Sobirin als Sobirin 

Saksi kenal dengan korban sejak saksi tinggal di Yayasan tunas bangsa 

tahun 2010. korban pernah bercerita kepada saksi kalau dirinya pernah disuruh 

oleh terdakwa Anak memegang dan mengocok kemaluannya terdakwa anak 

sebanyak satu kali. Korban menceritakan hal tersebut di kamar mbak Nur (dekat 

kamar Pak Haji) di Yayasan tunas bangsa. Korban mengatakan dirinya jijik 

disuruh memegang dan mengocok kemaluannya terdakwa anak. 

f) Saksi Syaifudin Ichsan Als Didin 

Saksi kenal dengan korban sejak korban masuk di Yayasan tunas bangsa, 

dimana saksi masuk lebih dahulu dari korban. Korban pernah bercerita kepada 

saksi kalau dirinya pernah disuruh oleh terdakwa anak memegang dan mengocok 

kemaluannya terdakwa anak sebanyak satu kali. Korban mengatakan dirinya jijik 

disuruh memegang dan mengocok kemaluannya terdakwa anak. 

Dalam hal ini keterangan ahli hanya satu yaitu seorang dokter yang 

memeriksa dan mengeluarkan hasil Visun saksi korban. Dokter tersebut yang 

bernama Ahli Dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF.DRM. 
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Pada saat pemeriksaan dilakukan di mana korban saat itu didampingi oleh 

ibu kandungnya dan korban mengaku telah dicabuli oleh teman sekamar korban 

yang menupakan senior sesama jenis dikamar asrama. Menurut cerita korban, 

pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan badan korban juga diancam 

dipukul jika tidak menuruti keinginan pelaku. Korban merasa sebagian kemaluan 

pelaku dimasukkan secara paksa ke lubang pelepasan korban. Hubungan tersebut 

berlangsung kurang lebih sejak dua tahun yang lalu dan terjadi satu sampai tiga 

kali seminggu. Korban mengaku sedikit nyeri namun tidak mengeluarkan darah 

dan lubang pelepasannya. Korban juga mengaku pernah dipukul disekitar paha 

dan pipi korban. Selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan umum, 

dan pemeriksaan pada lubang pelepasan. 

 

B. Pertimbangan Hukum Hakim 

Hakim telah mempunyai alat bukti yang sebelumnya sudah diperdalami 

dalam proses pembuktian, dari proses pembuktian tersebut hakim memperoleh 

fakta-fakta hukum yang dapat dipertimbangkan dalam proses mengadili kasus 

perbuatan cabul (homoseks). 

Selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-

fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak 

pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa anak. 

Selain dari fakta hukum yang ada hakim juga memeriksa dakwaan anak 

telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang mana 
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melanggar pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1. Unsur Setiap Orang. 

Setiap orang adalah subyek hukum tindak pidana sebagai orang yang 

diajukan didepan persidangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang 

dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap 

memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. 

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, 

Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau 

Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan 

Percabulan. 

Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang 

bernama Alghif dilakukan dengan sengaja sebagaimana yang dimaksud pendapat 

pendapat tersebut diatas. bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 

angka 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut ketentuan 

pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) 

atau perbuatan yang keji, itu semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, 

misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada 

dan sebagainya. 

Dilihat dalam fakta-fakta hukum, bahwa antara anak korban bernama 

Muhammad Alghifari als Alghif dengan terdakwa terdakwa anak sudah saling 
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kenal karena sama-sama sebagai anak asuhan pada Yayasan tunas bangsa yang 

berlokasi di Jalan Gunung Seraya I No.25 Monang-maning Denpasar. 

Awal kejadian sekira tahun 2011 ketika korban masih duduk di kelas III 

SD kejadian pertama terdakwa menyuruh korban untuk mengocok kemaluan 

terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang hingga mengeluarkan cairan putih 

(sperma) yang berlangsung pada larut malam di kamar dekat dapur dilantai I, 

dimana posisi korban duduk diatas kasur disamping terdakwa yang tiduran diatas 

kasur. 

Berlanjut pada kejadian yang kedua terdakwa menyuruh korban untuk 

memasukkan kemaluan terdakwa kedalam mulut korban hingga tedakwa 

mengeluarkan cairan warna putih, sebenarnya korban merasa jijik dan merasa 

mau muntah namun oleh karena terdakwa memaksanya maka dilakukannya juga, 

biasanya hal tersebut dilakukan dikamar dapur lantai II, dikamar anak dilantai II, 

dikamar dekat aula dilantai II kamar mbak Isa dan di kamar mandi lantai III. 

Seminggu kemudian setelah peristiwa kedua, terdakwa memasukkan 

kemaluannya ke pantat (anus) korban dimana korban merasa sakit pada 

pantatnya dengan posisi korban tidur tengkurap sambil menungging sedangkan 

terdakwa berdiri, memasukkan kemaluannya hingga mengeluarkan cairan warna 

putih, biasanya hal tersebut dilakukan dikamar dekat aula lantai II kamar mbak 

Isa, dan dikamar dekat dapur sekitar kurang lebih 1samai 2 menit lamanya. 

Perbuatan yang terakhir pada bulan yang sudah lupa pada tahun 2013 saat 

malam hari sekira pukul 24.00 Wita, ketika itu korban sudah tertidur, terdakwa 

menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa hingga mengeluarkan 
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cairan putih, korban menuruti kemauan terdakwa karena takut diancam akan 

dipukul oleh terdakwa. 

Hasil pemeriksaan dari Visum Et Repertum Nomor 

UK.01.15/IV.E.19/VER/674/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dan 

ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit,SpF.DFM, dokter pemerintah pada 

Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, 

pada kesimpulannya bahwa korban bernama Muhammad Alghifari Als Alghif 

berusia 11 tahun diketemukan luka-luka yang sudah menyembuh, diketemukan 

jaringan parut pada lubang pelepasan yang disebabkan oleh penetrasi tumpul 

yang sudah lama terjadi, hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli dr. Ida 

Bagus Putu Alit, SpF.DFM.  

Pada saat pemeriksaan pasien tampak tertunduk, bicara dengan suara 

pelan dan hampir tidak terdengar, tampak sedih dan menangis saat menceritakan 

kejadian dan korban mengaku telah dicabuli oleh teman sekamar korban yang 

merupakan teman senior sesama jenis dikamar asrama dengan memaksa 

berhubungan badan, korban merasa sebagian kemauan pelaku dimasukkan secara 

paksa ke lubang pelepasan koran, hal tersebut berlangsung kurang lebih sejak 2 

tahun yang lalu dan terjadi satu sampai tiga kali dalam seminggu, oleh karena 

keadaan mental korban tampaknya mengalami deviasi (penyimpangan) sehingga 

oleh Ahli dikonsulkan kebagian Psikiatri dengan Visum Et Repertum 

Psychiatricum No.07/UN.14.2/psikiatri/I/Visum/2014 tanggal 22 Januari 2014 

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Ratep selaku ketua tim SMF 

psikiatri RSUP Sanglah, Denpasar dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa 
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pada terperiksa didapatkan gangguan tingkah laku depresif, dapat disebabkan 

karena dalam 2 (dua) tahun terakhir telah mengalami kekerasan seksual sehingga 

mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari disekolah dan lingkungan sosial. 

Perbuatan terdakwa memaksa korban untuk mengocok kemaluan 

terdakwa, memasukkan kedalam mulut korban serta memasukkan kepantat 

(anus) korban, sampai mengeluarkan cairan warna putih (sperma) dan terdakwa 

merasakan nikmat, sudah dikategorikan sebagai perbuatan cabul, terdakwa 

melakukannya dalam keadaan sadar serta mengetahui akibat yang akan terjadi 

yaitu korban akan mengalami sakit dan trauma, merasa takut dengan ancaman 

terdakwa jika tidak mau menuruti kemauan terdakwa akan dipukul oleh 

terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan Visum et Repertum yang dibuat dan 

ditandatangani oleh dr. Nyoman Ratep,SpKJ(K) 

Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan pada kejiwaannya 

sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 08/UN.14.2/Psikiatri/I/Visum/2014 

Tertanggal 22 januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman 

Rantep,Sp.KJ (K) pada kesimpulannya menyebutkan bahwa pada terperiksa 

didapat gangguan tingkah laku tak berkelompok, dapat disebabkan karena faktor 

psikodinamika terperiksa sehingga mengganggu aktifitas kehidupan sehari-hari 

di sekolah dan lingkungan sosial. 

Terdakwa juga menerangkan bahwa yang melatarbelakangi sehingga 

terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban adalah karena terdakwa 

pernah menonton film porno ditelepon genggam miliknya dan ingin merasakan 

bagaimana rasanya melakukan hal tersebut, selain itu terdakwa pernah 
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diperlakukan sama oleh orang dewasa sehingga membuat terdakwa melakukan 

hal yang sama terhadap juniornya, selain itu terdakwa mempunyai sifat emosi 

dan beberapa kali pernah melanggar tata tertib yayasan. Bahwa terdakwa benar 

pernah memukul korban karena korban tidak mematuhi aturan yayasan 

sementara terdakwa selaku senior mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi 

tata tertib di yayasan tersebut. 

Bahwasanya terdakwa menyadari dan mengetahui jika korban masih 

dibawah umur, sesuai surat keterangan lahir tertanggal 28 September 2002 

bahwa korban lahir pada tanggal 27 September 2002 sehingga masih berumur 

kurang lebih 12 tahun, padahal kejadian pertama terjadi pada kurun waktu tahun 

2011 yang pada waktu itu korban masih berusia 9 tahun, dengan demikian 

terdakwa seharusnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum maupun 

norma-norma yang berlaku di masyarakat baik norma kesusilaan maupun norma 

agama, apalagi saat kejadian terdakwa masih berusia 13 tahun, usia yang masih 

muda dan tidak sepantasnya melakukan perbuatan yang hanya dilakukan oleh 

orang dewasa yang terikat hubungan suami istri yang sah, apalagi dengan 

perbuatan memasukkan kemaluan ke lubang pelepasan menurut keterangan Ahli 

merupakan gangguan perilaku terdakwa. 

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terdakwa telah dengan sengaja 

memaksa korban yang masih anak-anak untuk melakukan perbuatan cabul, 

dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi 

3. Unsur Secara Berturut-turut Sehingga Dipandang Sebagai Perbuatan 

Berlanjut. 
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Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau perbuatan yang 

diteruskan menurut hukum pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a. Harus timbul dari satu niat. 

b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya. 

c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan 

bahwa terdakwa memaksa korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara 

mengocok kemaluan terdakwa, memasukkan kedalam mulut korban serta 

memasukkan ke lubang pelepasan (anus) korban berlangsung dua sampai tiga kali 

dalam seminggu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2013, dimana perbuatan-perbuatan tersebut sama macamnya yaitu 

dikategorikan sebagai perbuatan cabul, sedangkan waktu antara perbuatan yang 

satu dengan perbuatan yang lain tidak terlalu lama yaitu dua sampai tiga kali 

dalam satu minggu, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi pula. 

Selanjutnya sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perludi 

pertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan 

terdakwa anak. 

1) Keadaan yang memberatkan: 

a) Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi diri korban 

2) Keadaan yang meringankan: 

a) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan 

berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum 

b) Terdakwa mengaku belum pernah dihukum  
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c) Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya 

 

C. Putusan Hakim  

Sanksi Hukuman atau Punishment dalam hal ini adalah pemberian 

penderitaan
48

. Hukuman adalah sesuatu yang diberikan atau ditimbulkan dengan 

sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sebagainya) kepada siswa, dengan 

maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasakannya menuju kearah 

perbaikan
49

 

Terdakwa anak telah melalui beberapa proses pemeriksaan di Pengadilan 

Negeri Denpasar hingga akhirnya sampailah di akhir proses persidangan yaitu 

dalam acara putusan pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar 

menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

1. Menyatakan terdakwa terdakwa anak telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‚Dengan sengaja melakukan 

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang 

dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan 

berlanjut‛. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di 

Yayasan Generasi Bisa Indonesia di Banjar Gempinis Desa Dalang 

Kecamatan Selamadeg Timur, Kabupaten Tabanan. 

                                                           
48

 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1995),  186. 
49

 Sarwono, Pengantar Umum Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta, 1992), 115. 
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3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana 

yang dijatuhkan. 

4.  Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
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BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2015/PN DPS 

TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU PERBUATAN 

CABUL (HOMOSEKS)  

 

A. Analisis Dasar Hukum Hakim Bagi Pelaku Perbuatan Cabul (Homoseks) 

Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps. 

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselengaranya negara hukum Republik 

Indonesia.  

Maka dari itu hakim dalam memeriksa perkara pencabulan yang di 

lakukan oleh anak yang masih berusia 16 tahun perlu ditentukannya hakim 

berpengalaman dalam hukum acara pidana anak yang benar-benar sesuai dengan 

sistem peradilan pidana anak yang telah diatur dalam undang-undang. 

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum 

seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. oleh sebab itu, apabila 

pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka 

perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah 

memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana 

adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang 

dilanggar.  

56 
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Penerapan pemidanaan terhadap anak di bawah umur yang berhadapan 

dengan hukum sering menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, karena 

dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut 

perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak di bawah 

umur yang berhadapan dengan hukum tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya UU 

No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah 

diberlakukan sejak 30 juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina 

dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan UU No. 3 tahun 1997 

Tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

Maka dari itu hakim dalam memeriksa perkara pencabulan yang di 

lakukan oleh anak yang masih berusia 16 tahun perlu ditentukannya hakim 

berpengalaman dalam hukum acara pidana anak yang benar-benar sesuai dengan 

sistem peradilan pidana anak yang telah diatur dalam undang-undang. 

Perbuatan cabul menurut KBBI adalah sesuatu perbuatan yang melanggar 

kesopanan, kesusilaan, Perbuatan cabul yang dilakukan sesama jenis baik yang 

dilakukan perempuan dengan perempuan ataupun yang dilakukan laki-laki 

dengan laki-laki. Menurut hukum pidana di Indonesia dijelaskan dalam KUHP: 

segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, 

semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahinya kelamin, 

misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada.
50

 

                                                           
50

 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 212.  
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Dalam putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 

1.Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps tentang pelaku perbuatan cabul (homoseks) yang 

dilakukan oleh Terdakwa anak kepada Alghif yang keduanya seoranag anak asuh 

Yayasan tunas bangsa, ada beberapa pertimbangan hakim yaitu:  

1. Perbuatan terdakwa anak telah memenuhi unsur pasal 82 Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang pelaku perbuatan cabul 

(homoseks) yang berbunyi: 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 

(enam puluh juta rupiah). 

 

Unsur pertama adalah Setiap orang dalam undang-undang ini adalah 

Subyek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan didepan persidangan 

sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat 

jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk 

bertanggungjawab (torekening van baarheid) terhadap perbuatan pidana yang 

didakwakan kepadanya, dalam perkara pidana Anak dimana Jaksa Penuntut 

Umum mengajukan seorang Anak yang bernama terdakwa anak sebagaimana 

identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang didudukkan 
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sebagai terdakwa, setelah identitas tersebut dibacakan oleh Hakim benar 

terdakwa sebagai orangnya, sehingga tidak ada error in subject (kesalahan pada 

orangnya), selama persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Hakim 

dengan baik sehingga Hakim menilai terdakwa tersebut mampu bertanggung 

jawab secara pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan 

demikian unsur ‚setiap orang‛ terpenuhi. 

Unsur kedua adalah Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan percabulan 

menurut R.Soesilo adalah mengetahui dan menghendaki, adapun menurut 

Memorie van Toelichting (M.v.T) dengan sengaja diartikan sebagai ‚opzetelijk 

plegen vaneen misdrijf‛ (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) dengan kata 

lain dengan sengaja melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan 

diketahui.  

Dengan demikian unsur dengan sengaja harus merupakan sebuah 

kesadaran sikap atau kesengajaan dari pelaku sebagai maksud untuk melakukan 

tindakan yang dikehendakinya dan mengetahui akan resiko atau akibat yang akan 

terjadi yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut. 

Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yang 

bernama Alghif dilakukan dengan sengaja sebagaimana yang dimaksud pendapat 

pendapat tersebut diatas. bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 

angka 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam 
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kandungan. bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut ketentuan 

pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) 

atau perbuatan yang keji, itu semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, 

misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada 

dan sebagainya. 

Dilihat dalam fakta-fakta hukum, bahwa antara anak korban bernama 

Muhammad Alghifari als Alghif dengan terdakwa terdakwa anak sudah saling 

kenal karena sama-sama sebagai anak asuhan pada Yayasan tunas bangsa yang 

berlokasi di Jalan Gunung Seraya I No.25 Monang-maning Denpasar. 

Awal kejadian sekira tahun 2011 ketika korban masih duduk di kelas III 

SD kejadian pertama terdakwa menyuruh korban untuk mengocok kemaluan 

terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang hingga mengeluarkan cairan putih 

(sperma) yang berlangsung pada larut malam di kamar dekat dapur dilantai I, 

dimana posisi korban duduk diatas kasur disamping terdakwa yang tiduran diatas 

kasur. 

Berlanjut pada kejadian yang kedua terdakwa menyuruh korban untuk 

memasukkan kemaluan terdakwa kedalam mulut korban hingga tedakwa 

mengeluarkan cairan warna putih, sebenarnya korban merasa jijik dan merasa 

mau muntah namun oleh karena terdakwa memaksanya maka dilakukannya juga, 

biasanya hal tersebut dilakukan dikamar dapur lantai II, dikamar anak dilantai II, 

dikamar dekat aula dilantai II kamar mbak Isa dan di kamar mandi lantai III. 

Seminggu kemudian setelah peristiwa kedua, terdakwa memasukkan 

kemaluannya ke pantat (anus) korban dimana korban merasa sakit pada 
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pantatnya dengan posisi korban tidur tengkurap sambil menungging sedangkan 

terdakwa berdiri, memasukkan kemaluannya hingga mengeluarkan cairan warna 

putih, biasanya hal tersebut dilakukan dikamar dekat aula lantai II kamar mbak 

Isa dan dikamar dekat dapur sekitar kurang lebih 1samai 2 menit lamanya. 

Perbuatan yang terakhir pada bulan yang sudah lupa pada tahun 2013 saat 

malam hari sekira pukul 24.00 Wita, ketika itu korban sudah tertidur, terdakwa 

menyuruh korban untuk mengocok kemaluan terdakwa hingga mengeluarkan 

cairan putih, korban menuruti kemauan terdakwa karena takut diancam akan 

dipukul oleh terdakwa. 

Hasil pemeriksaan dari Visum Et Repertum Nomor 

UK.01.15/IV.E.19/VER/674/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat dan 

ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit,SpF.DFM, dokter pemerintah pada 

Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, 

pada kesimpulannya bahwa korban bernama Muhammad Alghifari Als Alghif 

berusia 11 tahun diketemukan luka-luka yang sudah menyembuh, diketemukan 

jaringan parut pada lubang pelepasan yang disebabkan oleh penetrasi tumpul 

yang sudah lama terjadi, hal tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli dr. IDA 

BAGUS PUTU ALIT, SpF.DFM  

Pada saat pemeriksaan pasien tampak tertunduk, bicara dengan suara 

pelan dan hampir tidak terdengar, tampak sedih dan menangis saat menceritakan 

kejadian dan korban mengaku telah dicabuli oleh teman sekamar korban yang 

merupakan teman senior sesama jenis dikamar asrama dengan memaksa 

berhubungan badan, korban merasa sebagian kemauan pelaku dimasukkan secara 
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paksa ke lubang pelepasan koran, hal tersebut berlangsung kurang lebih sejak 2 

tahun yang lalu dan terjadi satu sampai tiga kali dalam seminggu, oleh karena 

keadaan mental korban tampaknya mengalami deviasi (penyimpangan) sehingga 

oleh Ahli dikonsulkan kebagian Psikiatri dengan Visum Et Repertum 

Psychiatricum No.07/UN.14.2/psikiatri/I/Visum/2014 tanggal 22 Januari 2014 

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Ratep selaku ketua tim SMF 

psikiatri RSUP Sanglah, Denpasar dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa 

pada terperiksa didapatkan gangguan tingkah laku depresif, dapat disebabkan 

karena dalam 2 (dua) tahun terakhir telah mengalami kekerasan seksual sehingga 

mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari disekolah dan lingkungan sosial. 

Perbuatan terdakwa memaksa korban untuk mengocok kemaluan 

terdakwa, memasukkan kedalam mulut korban serta memasukkan kepantat 

(anus) korban, sampai mengeluarkan cairan warna putih (sperma) dan terdakwa 

merasakan nikmat, sudah dikategorikan sebagai perbuatan cabul, terdakwa 

melakukannya dalam keadaan sadar serta mengetahui akibat yang akan terjadi 

yaitu korban akan mengalami sakit dan trauma, merasa takut dengan ancaman 

terdakwa jika tidak mau menuruti kemauan terdakwa akan dipukul oleh 

terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan Visum et Repertum yang dibuat dan 

ditandatangani oleh dr.Nyoman Ratep, Sp.KJ (K) 

Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan pada kejiwaannya 

sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 08/UN.14.2/Psikiatri/I/Visum/2014 

Tertanggal 22 januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nyoman 

Rantep,Sp.KJ (K) pada kesimpulannya menyebutkan bahwa pada terperiksa 
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didapat gangguan tingkah laku tak berkelompok, dapat disebabkan karena faktor 

psikodinamika terperiksa sehingga mengganggu aktifitas kehidupan sehari-hari 

di sekolah dan lingkungan sosial. 

Terdakwa juga menerangkan bahwa yang melatarbelakangi sehingga 

terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban adalah karena terdakwa 

pernah menonton film porno ditelepon genggam miliknya dan ingin merasakan 

bagaimana rasanya melakukan hal tersebut, selain itu terdakwa pernah 

diperlakukan sama oleh orang dewasa sehingga membuat terdakwa melakukan 

hal yang sama terhadap yuniornya, selain itu terdakwa mempunyai sifat emosi 

dan beberapa kali pernah melanggar tata tertib yayasan. Bahwa terdakwa benar 

pernah memukul korban karena korban tidak mematuhi aturan yayasan 

sementara terdakwa selaku senior mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi 

tata tertib di yayasan tersebut; 

Bahwasanya  terdakwa menyadari dan mengetahui jika korban masih 

dibawah umur, sesuai surat keterangan lahir tertanggal 28 September 2002 

bahwa korban lahir pada tanggal 27 September 2002 sehingga masih berumur 

kurang lebih 12 tahun, padahal kejadian pertama terjadi pada kurun waktu tahun 

2011 yang pada waktu itu korban masih berusia 9 tahun, dengan demikian 

terdakwa seharusnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum maupun 

norma-norma yang berlaku di masyarakat baik norma kesusilaan maupun norma 

agama, apalagi saat kejadian terdakwa masih berusia 13 tahun, usia yang masih 

muda dan tidak sepantasnya melakukan perbuatan yang hanya dilakukan oleh 

orang dewasa yang terikat hubungan suami istri yang sah, apalagi dengan 
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perbuatan memasukkan kemaluan ke lubang pelepasan menurut keterangan ahli 

merupakan gangguan perilaku terdakwa. 

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terdakwa telah dengan sengaja 

memaksa korban yang masih anak-anak untuk melakukan perbuatan cabul, 

dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi. 

Unsur ketiga: Secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai 

perbuatan berlanjut; 

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau perbuatan yang 

diteruskan menurut hukum pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a. Harus timbul dari satu niat; 

b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya; 

c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama; 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan 

bahwa terdakwa memaksa korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara 

mengocok kemaluan terdakwa, memasukkan kedalam mulut korban serta 

memasukkan ke lubang pelepasan (anus) korban berlangsung dua sampai tiga kali 

dalam seminggu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2013, dimana perbuatan-perbuatan tersebut sama macamnya yaitu 

dikategorikan sebagai perbuatan cabul, sedangkan waktu antara perbuatan yang 

satu dengan perbuatan yang lain tidak terlalu lama yaitu dua sampai tiga kali 

dalam satu minggu, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi pula. 

2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
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Dalam perkara ini hakim sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu 

perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa 

anak: 

a. Keadaan yang memberatkan: 

Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi diri korban. 

b. Keadaan yang meringankan: 

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan 

berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum. 

Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan Terdakwa masih ingin 

melanjutkan pendidikannya. 

3. Dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana ‚dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan 

memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berturut-turut 

sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut‛. 

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di 

Yayasan Generasi Bisa Indonesia di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan 

Selamadeg Timur, Kabupaten Tabanan. 

Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan dan Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam 

tahanan. 
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Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)  

Tindak pidana pencabulan sudah diatur dalam KUHP maupun undang-

undang, ketentuan pidananya diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak 

Nomor 23 Tahun 2002 pasal 82 yang berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 82 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 

(enam puluh juta rupiah). 

 

Undang-undang di atas adalah Undang-undang lama dan berikut ini 

adalah Undang-undang pembaharuannya yaitu Undang-undang Perlindungan 

Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi; 

 Pasal 82  

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 76E dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, 

maka pidananyan di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

  

Ketentuan pidana dalam pasal diatas dapat dikenakan asalkan memenuhi 

unsur-unsur dalam pasal tersebut, yaitu :  

Dari pemaparan diatas, unsur dalam pasal 82 Undang-undang 

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa tindakan pencabulan yang dilakukan 

memenuhi unsur pada pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak, dan sanksi 
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atau hukumanya, hakim masih memakai  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. Seharusnya sudah harus memakai Undang-undang 

yang baru yaitu Nomor 35 tahun 2014 pasal 82 yang pada intinya pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 

paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan pada intinya hakim 

memutuskan perkara tersebut telah menyimpang asas lex posterior derogat legi 

priori (peraturan yang baru melumpuhkan yang lama). 

 

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Perbuatan 

Cabul (Homoseks) Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps. 

Perbuatan cabul (Homoseks) adalah segala perbuatan yang melanggar 

kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup 

membangkitkan nafsu birahinya kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba 

kemaluan, meraba-raba buah dada.
51

 

 homoseks adalah hubungan seksual atau kelamin sesama jenis, baik 

sesama laki-laki (gay) maupun sesama perempuan (lesbian), laki-laki yang 

melakukan homoseks dalam bentuk liwat atau sodomi, yaitu melalui cara 

bersenggama dengan memasukkan penis ke dalam anus pasangannya.
52

 

Perbuatan cabul (Homoseks) menurut hukum Islam disebut juga liwat 

atau perbuatan keji yang dilakukan sesama jenis dengan cara memasukkan alat 

kemaluannya kedalam dubur si korban atau mitra kerjanya. 

                                                           
51

 R. Soesilo, KUHP, 212.  
52

 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari 

Hukum Islam, (Jakarta : Prenada Media Grup,2010), 263. 
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Perbuatan cabul (Homoseks) juga termasuk penyimpangan seksual yang 

sangat memprihatinkan karena efek dari perbuaatan tersebut bisa merusak akal 

pikiran yang sangat negatif sekali, juga banyak penyakit yang dapat timbul 

karena tindakan tersebut, salah satunya yaitu AIDS yang sampai sekarang ini ahli 

kesehatan belum menemukan obatnya. 

 Bahwasanya perbuatan cabul (Homoseks) ini sudah memenuhi unsur-

unsur dalam pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak pun demikian, dalam 

fiqih jinayah juga terdapat unsur atau rukun jinayah, dimana kalau salah satu dari 

unsur ini tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan jinayah. Dalam fiqih jinayah ada tiga unsur umum yang harus 

dipenuhi sehingga bisa dikatakan sebagai perbuatan jinayah.
53

 Adapun unsur-

unsur tersebut yakni : pertama, unsur formal atau rukun syar’i dimana harus ada 

ketentuan syara’ atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan 

merupakan sesuatu yang dapat dihukum, kedua, unsur material atau rukun maddi 

dimana harus ada perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan atau 

tidak berbuat, ketiga, unsur moril atau rukun adaby dimana suatu perbuatan 

pidana harus ada yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

 Unsur yang diatur dalam pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak ada 

3 dan unsur yang ada dalam fiqih jinayah juga ada 3 unsur yang sama, akan tetapi 

tidak secara tersurat melainkan secara tersirat. 

Pasal 82 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 76E dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

                                                           
53

 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 52. 
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lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, 

maka pidananyan di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

 

Dari pasal di atas dapat diuraikan bahwa ‚setiap orang yang melanggar 

ketentuan‛ adalah unsur moril atau rukun adaby dimana kata ‚setiap orang yang 

dengan sengaja‛ disini dapat disimpulkan sebagai orang yang 

mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Selanjutnya ‚sebagaimana dalam 

pasal 76E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun‛ kalimat ini dapat disimpulkan sebagai unsur 

material atau rukun maddi dimana dalam unsur ini ada perbuatan yang 

membentuk jarimah. 

Sedangkan untuk unsur formal atau rukun syara’ atau nash yang 

menyatakan perbuatan yang dilakukan itu dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat 

dihukum yang dalam bahasa lain disebut Undang-undang yang sudah dijelas 

bahwa pasal ini terdapat dalam Undang-undang yang dibuat pemerintah, yakni 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

Ta’zi<r adalah hukuman yang belum ditetapkan atas perbuatan maksiat 

atau jinayah dan tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. 

Pembahasan mengenai hukuman bagi pelaku liwat, Ulama’ telah sepakat 

bahwa hukuman had bagi pelaku liwat adalah dengan dibunuh, baik pelaku 

maupun lawan mainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.  
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ٍُْ وْهُُُوَجَدُُْيَ ًُ مُُُتُ ًَ مَُُيعَْ ًَ فْعُولُانْفاعِمَُُفاَقْتهُوُاُنوُْطُ ُقوَْوُُِعَ ًَ  بهُوانْ

ُ
Artinya: Siapa yang kamu dapati sedang mengerjakan perbuatan kaum Nabi 

Luth (Liwat), maka bunuhlah orang yang mensodomi dan yang disodomi. 

(HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)
54

 

 

Sedangkan menurut pendapat-pendapat dari Imam Madzhab adalah 

sebagai berikut : 

1. Imam Abu Hanifah 

 orang yang melakukan liwat hanya dihukum ta’zi<r saja. Karna tindakan 

liwat tidak sampai menyebabkan  percampuran nasab, dan biasanya tidak sampai 

menyebabkan perseteruan yang sampai berujung pada pembunuhan pelaku, dan 

liwat sendiri bukanlah termasuk zina 

2. Madzhab Hanbali 

Had liwat dirajam bagi yang muhshan dan bagi yang ghairu muhshan 

dijilid sebanyak 100 kali dan diasingkan selama1 tahun. 

3. Pendapat Jumhur Ulama’ 

Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berkata : ‚sesungguhnya 

pelaku liwat wajib mendapatkan had, karena Allah mengadzab pelakunya 

sebagaimana dijelaskan dalam Firman-Nya, yaitu menghujani mereka dengan 

batu dari langit mereka mendapatkan had sebagaimana had zina, karena itu 

termasuk perbuatan zina‛.
55

 

Melihat macam-macam hukuman yang dipaparkan menurut hukum 

pidana Islam di atas, maka cenderung mengacu kepada hukuman ta’zi<r. karena 

                                                           
54

 Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Al-Qozwaini, Sunan Ibnu Majah, (Beirut ; Daar al-Fikri), 

Vol 2, 2075. 
55

 Wahbah Zuhaili, Al Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami, (Dimasyqi: Darul Fikr, Cet 1 2005), Vol 2, 378. 
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tidak sampai menyebabkan percampuran nasab, dan biasanya tidak sampai 

menyebabkan perseteruan yang sampai berujung pada pembunuhan pelaku, dan 

liwat sendiri bukanlah termasuk zina yang di kemukakan oleh madzab Imam Abu 

Hanifah maka dari itu perbuatan cabul (homoseks) menurut hukum pidana Islam 

sudah sesuai. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pertimbangan hakim terhadap hukuman bagi pelaku perbuatan cabul (homoseks) 

di dalam putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps telah ditetapkan 

berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan majelis 

hakim sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 

yang meringankan atas penjatuhan hukuman terhadap pelaku perbuatan 

cabul (homoseks) ini. Adapun hal-hal yang memberatkan adalah 

Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi diri korban. 

sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus 

terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi 

perbuatan yang dapat dihukum. Terdakwa mengaku belum pernah 

dihukum. Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya. Dengan 

demikian majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan pidana perbuatan cabul (homoseks) 

sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pelatihan 

kerja selama 3 (tiga) bulan dan membebankan biaya perkara kepada 

terdakwa. 

72 
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2. Pencabulan sesama jenis atau homoseks dalam hukum pidana Islam ini 

dikenakan hukuman ta’zi<r karena tidak sampai menyebabkan 

percampuran nasab, dan biasanya tidak sampai menyebabkan perseteruan 

yang sampai berujung pada pembunuhan pelaku. 

B. Saran 

Untuk menangani atau menanggulangi berbagai macam permasalahan di 

negara ini seharusnya pihak aparatur negara lebih teliti dan juga lebih berhati-

hati dalam menerapkan dan menegakkan aturan yang sudah berlaku di negara ini. 

Apalagi permasalahan yang menyangkut generasi penerus bangsa ini apakah itu 

pencabulan, penyebaran berita hoax, narkoba, tawuran, pencurian ataupun tindak 

pidana lainya. Pihak – pihak yang terkait juga harus teliti dan lebih berhati-hati 

lagi dalam menangani berbagai macam permasalahan di negara  ini, agar generasi 

penerus bangsa ini tidak sampai menjadi korban dan apalagi sampai menjadi 

pelaku. 
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